PEH;&%&AM ?ENWBEE{ P@LRQ e
@m_ sgsmm PERADEMN PESANA

':'pem nan, penggeledafzan, perzyamazz, pem-*
_nksaan_sumi pemenksaan ‘saksi, tersangha
dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan
i polzsz beﬁugas untuk menemukan Leobe-
naran yeng selengkap«lengkapnya. Setelah itu.
menyerchkan Berkas Perkara, ‘barang bukti
dan tersangkanya. kepada kejaksaan. Balam
hal ini Berita Acara Pemeriksaon  polisi meme-
-'gng peranan pemmg samnpal ézngkat pemenk— -
saan. dz Pengadzlan. e &

}’endahulﬁah

Sepem. klta ‘ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat selalu ada_:-
orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, schingga dapat
dikatakan bahwa roda awal perputaran proses peradlla.n pldana itu dxmulal
dari masyarakat o i
Proses - peradilan pldana tersebut telah diatur dalam suatu sistem yang
dinamakan: ‘Sistem Peradilan Pidana. Dalam sistem peradilan pidana Polri
diberi wewenang untuk melakukan penyldlkan dengan landasan hukumnya
tercantum pada:

a. Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepolisian Negara (Periksa : Pasal 13},
b. Undang-undang nomor & tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Periksa : Pasal 7).
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c. Undang—undaz_i_g_‘._nomor___26__ tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuyan

Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Periksa - Penjelasan Pasal 39
agat 7). e g

Ketiga Undang-undang tersebut merberi wewenang kepada Polri unmk

melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Penyidik

Polri. Penyidik Polri bila dilihat dari sisi sistem Peradilan Pidana ternyata

merupakan sub sisterm dari sistem peradilan pidana vang terdiri dari - Sub
Sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan
Lembaga - Pemasyarakatan. Keempat Sub Sistem tersebut mempunyai.
peranan masing-masing vang satu sama lain saling berkaitan, Namun demiki-
an_ Sub Sistem_Kepolisian (Penyidik Polri) dapat dikatakan bahwa \
peranannya paling rawan diantara kesmpat Sub Sistem tersebut. Untuk Iebih

jelasnya akan penulisan uraian tentang peranan Penyidik Polri dalam Sistem

peradilan pidana seperti tersebut di baawah ini.

 Peranan Penyidik Polri
. Dalam Sistem E?eradiiaﬁ_?idana

 Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian
terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana
yaitu: pemeriksaan pendahuluan, Tugas-tugas penyidikan ity berhubungan
dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan
surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli,"?
Pemeriksaan pendahuluan dilakekan dalam arti bahwa suatu penyidikan
dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana."?
Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 {tiga)
kemungkinan yaitu : mungkin dilaporkan oleh si korban atay dilaporkan oleh
saksi/masyarakat atay mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendirj, "
Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka
dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itw memainkan peranan yang
penting dan menetukan dalam proses peradilan Pidana. Apbaila penyidik
dalam kasus yang bersangkutan memiiih untuk membuat laporan karena

'Soedjoro Dirdjosisworo. "Poiisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Majalak
Bhayangkara No. 05 (Juli-1988), hal, 34,

*Locby Loqman, Pra Peradilan di indonesia, (Jakarta ; Ghaliz Indonesia, 1987), Hal. 5.

*0.W. Wilson, Police Adminisirasion, (Hew York: Mc. Grow Hill Bock Company, 1260)




. gerbang datara proses peradilan pidana® (the police as gatekeepers o

_._'_adauy& sémacam samgan ada pemm@amaan “Pohsx ibarat peﬁjaga

¢riminals pmcess} * Hal in ada kaitannya dengan Hukum Acara Pidana.
Hukum Acara Pidana antara lain membatasi siapa-siapa yang dapat dasangka 2

' dxt&ngkap, ditahan, dituntut, dihukum berdasarkan bukti yang syah menumt;?
Undang-undang serta berdasarkan .afas. keyakman hakim akan %{esalahaﬁ--
terdakwa.

- Dalam Hulum Acara Pidana ada pembagnan fingsi antara Kepolisian . dan :
Kejaksaan secara horisontal; fungsi penyidikan di tangan Kepolisian meliputi
baik sarana. hukum maupun.sarana tekniknya. Pengecualiannya ada dalam.
pasal 284 KUHAP yang berkaitan dengan delile-delik dalam perundang-pn-
dangan Pidana Khusus."® Penyidikan dengan menggunakan sarana huku
antara lam dalam hal. meiakukan tmdakan—tmdakan -

- Penyehdxkan
- Penyidikan,
- Pemanggilan terhadap t@rsangka dan saksi.
;= Penahanan. - - : :
.= Penggeledahan.
- Penyitaan. o
ST -Hubungan antara penyadak dengan Iaksa Penuntut Umum.

Penyadgkan dengan mengwunakan sarana teknik antara lain dalam. hai

K o Hulgman, .S'aszem Peradilen Pidane dalam Percpektlf Perbandingan Hufaen, Jakarta: -
€.V. Rajawali, 1984), Hal. 138.

*fohy Baléwin dan A Eeith Boterley, Criminal Justice Selecied Reading, (London: Mastin
Robestson, 1978).
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melakukan tindakan-tindakan:
+ < Tdentifikasi.
~+ Daksiloskopi.
- Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
~-Auntopsi.
- Intemgas; terhadap tersangésa dan saksg

' ﬁntuk meﬁ@mukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dipeﬂukan'

taksile-taktik tértentu guna melengkapi hasii penyldxkan Adapun takﬁk-takﬂk.

. dalam pényidikan antara lain : .
- Taktik penangkapan.

Taktik Observasi.
Takiik pemeriksaan,
- Taktik Penggledahan.
- Taktik penghadangan, dan iain-lain.

1 -3

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari
kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan,
Apabila Penyidik Polri memandang pemeriksaan pendabuluannya sudah
iengkap maks Penyidik Polri menyerabkan Berkas Perkara bersama barang
bukti dan tersangkanya kepada pihak Kejaksaan. Penyershan tersebut
selanjuinya diteliti oleh penuntut umum di kejaksaan. Apabila kurang
lengkap maka jaksa penuntut umum menyerahkan kembali berkas perkara
disertai petunjuk-petunjuknya untuk dilengkapi oleh Penyidik Polri:

Dikarakan oleh pasal 110 KUHAP, behwa Penuniui Umumn segera
mengembalikan berkas perkare kepada penyidik Polri dengan disertai
petunjuk-petunjuk. Dikatakan lebih lanjut bahiwa penyidik apabila berkas
perkara itu dikembalikan wajib segera melokukan penyidikan tambahan,
sesuai dengan petunjuk Jaksa (pasal 110 ayar (3) KUHAP). Dengan
demikian penyidiken tambahan dilaksanakan oleh Penyidik Polri bukan
oleh Jaksa." 7

Dengan adanya wewenang Penuntut Umumn yang tercantum dalam pasal
14 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum merupakan kunci
administrasi dari proses peradilan pidana (the key administration office in the




" "_.kemungkam preses perkamnya tidak jancar. ‘Dalam usaha untuk mendapat—-: ] .
. kan kelar c_aran pe&yidxkaﬁ perkam—perkara padana dikeluarkan mstmksxf: ‘

: 981 -Enstﬁr@%ﬁ Aﬂ@/i%ﬁ < No. Pol.: ins/l?lk!i%l Dalam

. instruksi bersama itn (angka I) dinyatakan bahwa "Kejaksaan dan Polri

| '_senamnasa menmgkatkan kerjasama fungsional dan insiansional yang'_

.. sebaik-baiknya untuk menyelesaikan . perkara-perkar& ‘dengan sempurna.

sesuai dengan bukum mulai dari penyidikan sampai pelaksanaan peraturan -
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap™. Dari instruksi
bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dengan KAPOLRI tercermin
adanya kerjasama, karena pada dasamya pnhak kejaksm bukaniah pnﬁegak"'
hukum yang berdisi sendiri, -

Penuniut Umura bukanlah snat alat negara penegak hukum yang berdm;
sendiri dan netral serta tidak memihak seperti halnya hakim. Penuntut Umum
bersifat memihak yaitu memihak kepada negara. Mamun demikian dia tidak
menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.’® Schingga hal ity -
perlu diindabkan oleh para penegak hukum khususnya Polisi dan Jaksa

Nil

Eaksa penuntut umum bem@nang mehmpahkan perkara ke Pengadxlan.
(Pasal 14 huruf ¢ KUHAP). Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri
tersebut disertal dengan surat dakwaan dan permohonan agar perkara segera
diadili (Pasal 143 ayat (1} KUHAP).

Secara singkat surat dakwaan it berisi gambaran uraian yang jelas
tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yang berguna bagi hakim
sebagai dasar pemeriksaan, pembuktian dan pengambilan keputusan bagi

*Sanford H. Kadich dan M.G. swleen, Criminal Law and its Processes, cases and Materials,
Cetakan ke 2 (Bozlon: Little Brown, 1969), halaman 673.

*Andi Hamzah, Op.cfr, halaman 131.

“Yonathan, D, Casper, American Criminal Justice, the defendent’s Percpective, (Mew York
1 Printice Hall, BNC, 1972), halaman 127.
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hakim, sedangkan bagi terdakwa dijadikan dasar pembelaannya.’ -
Di dalam Pasal 143 3;3?&!, (Y EUHAP dggeiaskan bzhwa Surat dakwaan it
berisi ¢

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau wnggai fahir, jenis keiamm

. kebangsaan, ferpat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,

b Uraian gecara cermat, jelas dan lengkap mengenal tindak pidana yang
- didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak i}xdana itw
- dilalikan,- '

_Qj;esagan__ demikian surat dekwaan Hu memuat dua syarat yaitu :

1. Syarat formil
2. Syarat Materiil.?

Apabila syarat formal dan syarat material itu tidak dipenuhi diancam dengan
pemibatalan demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Dalam Huokum Acara Pidana dakwaan yang bersifat rahasia harus dxhapus—
kan, harus ada peradilan yang cepat dan terdakwa harus diperlakukan dengan
perikemanusiaan serta harus memperoleh hak-haknya untuk mengemukakan
bukii-bukii bagi kepentingan dirinya.* Demikian pendapat Harry Almer
Barnss tentang proses pengadilan terhadap terdakwa.

Proses pengadilan terhadap terdakwa di sidang Pengadilan dilukiskan lebih
jauh oleh Harjono Tjitro Soebono, sebagai berikut ;

Dolam pemeriksaan terdckwa, penuniut waum dan halim selaiy menda-
sarkon pemeriksaannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh
Fenyidik Polri, proses pemeriksaan ity menunjukkan bahwa sikap dan
pendirian serta keterangan- keterangan terdakwa di dalam berita acara
itu dianggap benar sebagal hal-hal vang teloh diakui terdakwa. Penuntur
umum dan hakim cenderung mendesak terdokwe untuk mengalui keter-

1z

B, Harm MNasution, Masalah Surar Tudwhen Dalam Froses Pidana, (Jakarta: CV.
Pantjuran Tujuh, 1981), halaman 79

Wiary Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, New Forizons in Criminology, Mew York:
Frindice-Hal, Inc, 1959), hal. 323.

“in cviminal procedure secret accusations and torture should be abolished.

Thare ohald be emoady tevale Tho masismerd ehamld ba tmmrred B s o o D odn




PR anga keremﬂgannya sepem }‘a;zg z‘erca?zzwn dalam - Berita zﬁcar

" . dapatidilihat bahwa : Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri it tétapf.__ o
: :--“bexga}.an mulai dari pemenksaan pendahuﬁuansampan ke sidang pengadilan.

- Tpengaditan terdini dari empat tabap yaitu

o Pemeriksaon Penyzdzﬁ: Polri,

- Sikap dan pendirian penuntut wmum dan ha!am Sepem itu ben‘em‘an
dengan Pasal 52, 158 dan 175 KUMP yang secara, Emplzszt meng.
.ohak asasi monusia-dari zerda&wa e
Walaupun yenjelasan dari Harjono Tjitmscsebmo itu sinis dan belum t@nm_.
benar- semuanya, tetapi di balik pernyataannya itu ada satu masalah y' g

- Di sini. teﬂ}hat peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana, =
" khususnya dalam proses pembuktian, ?roses pembuk‘tzan daiam sndang_ o

1. Menyebutkan sarana bukii. Dengan menyebutkan ini diharapkan haklm
memperoleh gambaran yang jelas dari apa yang terjadi. '
2. Kekuatan dari sarana buktd.
3. Penguraian cara bagaimana sarana bukii digunakan yang aergambar__
pada jalannya persidangan. :
4. Dasar pembuktian berdasarkan dari isi sarana bukti.

-Dam k&ampat tahap proses pembuktian di pez‘sadancaa pidana tersebut dl
- atas yang banyak menyanglut proses pembentukan untuk meyakmkan
hakim adalah : ey
4. Penyebutan sarana bukti opsoimning van berijsmiddalen.
2. Kekuatan dari ‘pada sarana pembukiian itu (bewiiskracht der
~bewiismiddslen).'® '
IMasalah keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak
pidana aiau tidak, penting dalam proses peradilan pidana, Hal ini disebabkan
karena pengadilan di Indonesia menganut prinsip negatief wettelijk, seperti
tercanium dalam Undang-undang Nomor 14 izhun 1970 tentang Ke-
tentuan-keteniuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam Undang-undang Pokck Kekuasaan Kehakiman fshun 1970,
disebutkan bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi hukuman kecuali bilamana

“Haarijono Tiitrosocbono, Evaluasi Peloksenoan KUHAP, Prassran disampaikan dalam
Sewinar Evaluasi Pelaksanaan KUHRAP, tenggal 10 dan 11 Baret 1987 41 Schid Jaya Hotel,
Jakarta.

¥Zutiznto Hadiscegondo, Pembuktianpadatingkat penyidikandalam rangka KUHAP", Guru
Pinzndita, sumbangsih vntuk Prof. Djckescetono, 3.H, (jakana; Fakultas Ekonomi ULL 1984),
halaman 248.
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pengadilan mempunyai keyakinan atas dasar bukti-bukti yang syah secara
tegas menyatakan bahwa si tersangka adalah benar bersalah terhadap
perbuatan vang dituduhkan kepadanya.
~ Prinsip ini disebut Negarief wertelijk bewijsicer. Sistern Negatief
wettelijk tersebut juga dianut dalam KUHAP pasal 183 yang intinya
menentukan :

{1)  Keyakinan Hakim

(2) -~ Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah menurut

Undang-undang.'®

Alat bukti yang syah menurut undang-undang ditentukan dalam pasal 184
KUHAP adalah :

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

¢. Suraf.

d. Petunivk,

e. Keterangan terdakwa.

Untuk mendapatkan alat bukti yang syah tersebut tentunya tidak mudah,
karena Penyidik Polri harus melakukan pembukiian dengan mencari dan
menemukan bukti pada tingkat penyidikan, yang kemudian diarahkan kepada
keyakinan hakim yang akan menilai sarana bukti ity di sidang pengadilan.

Di sidang pengadilan Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuiman yang
dijatuhkan terhadap terdakwa. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan
mutlak secara tidak terbatas untuk menetapkan berat ringannya hukuman. Iz
harus melihat pribadi dari pelaku, perbuatan dengan umurnya, tingkat
pendidikan, apakah ia pria atau-wanita, lingkungannya sifatnya sebagai
bangsa dan hal-hal lain; tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam
KUHP yang mengikat padanya, namun demikian perlu disediakan kepada
hakim suatu informasi yang mungkin bukan maksimal akan tetapi toh
sedikit-sedikiinya optimal sifatnya.’®

MNamun demikian menurut pendapat Guru Besar Hukum Pidana Oemar
Seno Adji bahwa: dalam kenyateanya (in fact) pengadilan-pengadilan Negeri

Oemar Seno Adji, Hukum-Hokim-Pidana, (Jakana: Brlangz, 1985), Halaman 28.
Soetijanto Hadisoegondo, Op.cil., halaman 249,

®Oemar Seno Adjl, Op.cir, halaman &,




_' “selsel yang ter batas ;um}ahnya Juga dz bangsal bangsai yang 'p‘ uh
'narapxdana e

P

.da?z ﬁnggz Sgcam rradzszoml menjazuk!can sarzksz pidana atau pzzzusan_._

C sezmbang deizgaiz peianggamrz hukum yang dilokukan s5i terdakwa ™ _
. Terdakwa yang sudah dijatuhi sanksi pidana penjara oleh hakim, selanjutnya
' 'dxbawa dan masuk Lembaga Pemasyarakatan. Orang yang dijatuhi pidana

: .mendapat pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia
* merasakan pidana itu dan sudah pasti mendatangkan pengaruh kepada dirinya -
‘baik. }asmamah ‘maupun rohaniah.” Pengaruh rohaniah dan jasmaniah

: -2ersebut ‘semakin terasa manakala: para narap;dana tersebut d;tempatkan di-

rbagai- ekses’ banyak ter_;ad; mnsalnya pemerasan antar narapidanq._ .

dalam penjara ' dan - sebagainya. Memang ada juga beberapa Lembaﬁa
Pemasyazakatan yang baik. % -

““Menurut-penelitian Trwin dan Cressey.vang diakui juga hasil penehuan
{ersebut kebenarannya oleh Stanton Wheeler bahwa di dalam Lembaga
Pemasyarakatan itu sebenarnya ada 3 (tiga) sub budaya yang mempengaruhi
para narapidana: Pertama sub budaya jahat yang memang telah ada di dalam
penjara; Kedua sub budaya yang jahat yang datang dari luar penjara
kemudian masuk ke dalam penjara Ketiga sub budaya yang syah yaita sub
budaya yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan dahorman semua
orang -di dalam penjara tersebut. =

‘Menghadapi kenyataan adanya ketiga sub budaya tersebut petugas- petugas
lembaga “ pemasyarakatan masih harus menghadapi tekanan dari pilak
masyarakat lvar untuk memelihara lembaga pemasyarakatan agar aman
tanpa ada kegaduhan atau perkelahian,

#Ibid., halaman 15.
B _ "Sdeda_r_io, }Eiuh_lm dan Hukum Pidanan, (Bandung: Alumni; 1983), halaman 89

R andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indenesia, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1988), halaman 95.

BStanton Wheeler, "Socialization in correctionsl institntions”, Crime and Justice, volume
I, Editor Marvin E. Wolfgang dan Leon Radzinowicz, halaman 209,
Irwin and Cressey call aitention to the existence of three separate subculnures
within the prison;
&) Convict subculuire;
b) Thief subculture,
¢} Legistimate culiure in she broader seciety

clahian-perkelahian, “ada’ golongan jagoan ~yang menjadi "raja® di |
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- Sehingga dampaknya petugas-petugas lembaga pemasyarakatan cenderung
curiga kepada para narapidana yang membentuk kelompok-kelompok,
sekalipun kelompok-kelompok yang terjadi itn harayaiah merupakan nalori
senasib sepenanggengan, namun fetap 2kan dicurigai.®

. Masalah lain yang timbul adalah : Para pegawai, penjaga 1em%aga

pemasyarakatan selalu  dibadapkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang
menjemukan dan sering dihadapkan kepada pertentamgan yang bergolak

-antara para narapidana dengan petngas lembaga pemasyarakatan.® Jika
pertentangan itu sudah mencapai puncaknya dan ferjadi perlawanan pisik
seria petugas-petugas lembaga pemasyarakatan tidak sanggup mengatasinya,

- maka pihak Polri berkewajiban uniuk ikut seria mengamankan gangguan
ketertiban iu. Di sini timbul peranan Penyidik Poiri (Polsi) seperti tercantum
dalam pasal 76 dan 77 Reglemen Lembaga Pemasyarakatan Stbl. 1948
nomer 77. Dalam hal ierjadi gangguan ketertiban di dalam lembaga
pemasyarzkatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat minta bantuan
kepada Polri untuk menjaganya (Pasal 76). Polri (Penyidik Polri) dapat
menggunakan kekuatan senjata api terhadap para narapidana yang melawan
penjaga atau membahayakan ketertiban, dan terhadap narapidana vang
melarikan diri (Periksa pasal 77 Reglemen Lembaga Pemasyarakatan Stbl
1848 nomer 77).

Dalam konilik tersebut bila ternyata ada narapidana yang lolos dan
melarikan diri keluar dari Jembaga pemasyarakatan maka tentunya Penyidik

- Polri menjadi sibuk uniuk mencarinya. Pekrkerjaan mencari tnara pidana
yang melarikan diri dari lembaga Pemasyarakatan tersebut cukup suli,
karenna mereka bercampur baur dengan anggota- anggota masyarakat
lainnya,

Penutup

Wewenang Penyidik Polri dalam menyidik perkara pidana tercantum di
Pasal 13 Undang-undang nomer 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kepolisian MNegara, pasal 7 Undang- undang tshun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Penjelasan Pasal 39 ayai (2} Undang-undang nomer
20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertzhanan Keamanan
Negara R.I.; dengan adanya wewenang menyidik perkara pidana tersebut

*Harry Elmer Bames dan Negley K. Teaters, Op.eir., halaman 323,

¥ibid., halaman 354
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Reg. No: 3332 K/Pdt/1931
BERDASABKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

H AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil
putusan sebagai berikut:
Ny. La’mu bin Pasorang, bertempat tinggal di kempung Biringmorang RE.
C Rk, XI Kelurahan daya, Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung
Pandang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lettn Chk Muller Simamora,
SH NB154544007 dan Koptu Drs. Lahay Nip. 564170, Penasehat Hukam
Kodam VIIIWrb, berkantor di Jalan Urip Sumohardo Komplek Makodam
YII/Wrb Ujung Pandang, Pemohon Kasasi, (dzhulu Penggugat-Pembanding)

Melawan
1. Buddu, bertempat tinggal di Kampung Bung, Kelurahan Tamalanrea,

Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang;

2.  Haji Sappe, beriempat tinggal di Jalan Sunu Larang 3 (Pondok

Madinah) Ujung Pandang,

Termohon-Termohon kasasi (Dahulu tergugat terbanding);
Mahkamah Agung tersebuf;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pengguat asli
telah menggugat Tergugat-tergugat asli di muka persidangan - Pengadilan
Negeri Ujung Pandang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bzhwa Penggugat asli mempunyai hak milik atas sawah sengketa,
persil No. 15 5.11, kohir No. 292 C.1. seluas 0,84 ha (84 are) berasal dari
pemberian orang tuanya bernama Pasorang tahun 1963;

Bahwa tanah sengketa digarapkan pada orang lain dengan hasil bagi
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- dua yans w;aiihn mnah sawah fer sehm (,Ugcﬁ‘ai} oleh Haji Santi, yaitu pada::.

mhun 1981-1982; .

- Bahwa pada, tarsggai 18 juni 1982 E—E,_:sﬁ Sam:i meninggal dunia maka

_ sawah sengketa digarap sendiri oleh suami penggugat asli bernama Nuntu;
“Bahwa dengan -adanya k&mpus Universitas Algazali pada sebeiah_-"-_- .
_ baramya dan pembuatan jalan bare. gaada sebelah timur, maka pengairannya
“susah sehingga sejak tahun 1983 sampai sekarang sawah tersebut susah/sakit *
'- -_”untuic: dztanam; pax:h sedanﬁkan @Eﬁﬁ.ﬂya seiama ini dibayar Penggugat e

: ash

Baﬁhwa pad'a tahun 1979 Tergnga{ ash 1 pemah damng pada penggugat'?'

-"-ash “untuks _menawa.rkﬁnlmenmalkaa -sawah . tesebut - tetapi - tidak ada-.o. ..

kelanjumnnya karena Penggugat asli belum pernah menjual sawah tersebut
pada siapapun;

_ ~Bahwa pada tahun 1937 sawah temebai telah diukur dan dipetak oleh
suami Pengpugat asli dengan Pegawai IPEDA Ujung Pandang yang bernama
Nurdin Tompo dan Pegawal Agraria Ujung Pandang, dengan disaksikan
Ketia Rt. Kantisang yang bernama Kusaero, tefapi satu minggu kemudian
patok-patok tersebut sudah tidak ada/hilang dan sawah sengketa dipasang
papan yang bertuliskan “Tanah milik Tergugat Asli II (Haji Sappe)”;

Bshwa sawah *sengketa sebagian oleh Tergugat asli II telah
ditxmbm/dmmk taripa izin penggugat asli sebagai pemilik yang mengaku
telah membelinya dari tergugat ashi §;

Bahwa menurnt pengakuan tergugat asli I telah menjual sebagian. ..

sawah sengketa yaitu seluas 0,25 ha atau 25 are kepada Patabone dengan :
harga Rp. 500,- (lima ratus rupizh) permeternya tanpa izin penggugat asli
dan tidak pernah menjual kepada tergugat asli If;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini Penggugat asli mohon agar terlebih
dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah sawah
fersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal fersebut maka penggugat asli menuntut
kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang supaya memberi putusan sebagai
berikut:

Primeir

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.  Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah-diletakan
atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan tanah sengketa/sawah persil No.15 S.11, Kohir No. 292
I seluas 0,34 Ha (84 are) yang teletak di Kampung Bung, Kelurahan

Twn dporrmn B amamanien  Ririnoiranava  Fodamadva 11ine Pandang
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dengan batas-batas seperti tersebut di atas adalah milik Penggugat
{Iu’mu bin Pasorang); '

4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat 1 (Buddu) dengan
Tergugat II' (Haji Sappe) mengenai sawah tersebut/tanah sengketa
adaleh cacat dan batal demi hukum;

5. . Menyatakan bahwa sertifikat mengenal tanah sengketa tersebut yang
“dimiliki peleh Tergugat-Tergugat dari siapa saja yang mendapat hak

~dari padanya adalah tidak mengikat dan tidak sah menurut hukomg; ©

6.~ Menyatakan bahwa kerugian biaya timbunan atas tanah sengketa yang
dilakukan oleh Tergugat Ii (Haji Sappe} tanpa izin dari
_pemilik/Penggugat adalah menjadi resiko (tanggung jawab) T Fergugat
i sendiri;

7. Menghukum tergugat 1 (Buddu) dan tergugat 1 (Haji Sappe) serta
siapa saja yang mendapat hak dari padanya supaya menyerahkan tanah
sengketa tersebut kepada Penggugat (Lu'nmwu bin Pasorang) dalam
keadaan kosong semipurna;

g. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

£t Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu
walaupun Tergugat-tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi
{Uitvoerbaar bij voorrad);

Subsidair
- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Bahwa terhadap gugatan ini telah diajukan eksepsi oleh tergugat asli
I yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat asli II tidak mempunyai hubungan hukum dengan
Penggugat asli mengenai obyek sengketa;

Bahwa lokast yang digugat oleh Penggugat asli tidak masuk dalam
lokasi tanah Tergugat asli, gugatan salah alamat;

Bahwa gugatan penggugat asli tidak mengikut sertakan PPAT dan
Agraria Kotamadya Ujung Pandang sebagai Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri
Ujung Pandang, yaitu dengan putusannya tanggal 18 Maret 1988 No.
195/Pts. Pdt. G/1988/PN. Uj.Pdg;

. Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan - Penggugat
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusan
tanggal 18 Maret 1989 No.195/Pts. Pdt.G/1988/PN.Uj.Pdg.;
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i --Bahwa sesudah putusan terakhir-ini dzbar;tahukan kepada pengﬂ‘uga{— i
pembandmg ‘pada tanggal- 24~ Agustus 1991 kemudian terhadapnya oleh
Penggugat-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
3 September 1991 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi: No.

+ 1895/8rt. Pde. G/1988/PN.UP. vang dibuat oleh Panitera Kepala Pengad;,lan

MNegeri Ujung Pandang, permohonan mana kemudian disusul oleh memor;_

kasasi yang memuai alasan-alasan yang dibuat dan ditandatangani oleh

kua.sanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 1991

~ dan diterima-di Kepamteman Pengadﬂan Negen tezsebut pada tangga 13-

September 1891; :

- Bahwa seteiah itu oleh Tergugat- tergugat terbandmg yang pada tangga!,
46 September-1991 telah diberitakan tentang memori kasasi dari Penggugat-
pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Zengadilan Negeri Ujung Pandang pada tangsal 1 Okiober 1991;

-~ ‘Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya"
telah ‘diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam
tenggang waktn.dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang—und&ng,'
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;”

- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon
kaswl dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Sl
1.~ Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan terhadap puiusari'

Tudex factie pada pertimbangan Pengadilan Tinggi, halaman 3 karéna

-Hakim banding sangat lalai dan kurang cukup menerapkan hukum dan

tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang:

“undangan. Pemohon kasasi/Penggugat asal oleh Undang-Undang tidak
ada kewajiban untuk mengajukan memori banding sebagaimana

yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 No. 633

K/Sip/1971 lagi pula Judex factie dalam perkara ini kurang cukup

dipertimbangkan {onvaldoende gemotiveerd) seperti bukti T.1-1 dan

T.1-2;

2. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas pertimbangan
Pengadilan Tinggi halaman 14, karena pertimbangan tersebut telah
lalai dan keliru dalam menerapkan hukum dan Undang-Undang yang
berlaku, pertimbangan tersebut sukar untuk dimengerti dan kurang
cukup dipertimbangkan (onvaldoende gemotiveerd);

3. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan atas pertimbangan
Pengadilan Tinggi halaman 14, tanpa mempertimbangkan adanya cacat
juridis pada akte jual beli (T.2-6) halaman 1, 2 dan 3 lagi pula
pertimbangan halaman 14 Pengadilan Negeri tersebut bertentangan
satu sama lain di satu pihak dipertimbangkan luas tanah 0,24 ha (bukti
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T.1-3) dan hasil pemeriksaan setempat dipertimbangkan. kembali,
Penggugat asal telah menerima hasil penjualan sesual bukd T.1-2 No.
-, urut 22 luas 1,29 dan dipertimbangkan kembali Inas tansh sengketa
sesuai bukti T.11.6;

Memmbang
Mresagenm keberatan-keberatan ad.l dan 2: :

‘Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena '
' wewenang Pengadilan Tinggi mengambzl alih pertimbangan Pengadilan
Negeri apabila hal itu dianggapnya tepat dan benar;

Mengenai keberatan ad.3: :

“oobahwa keberatan ini dapat dibeparkan, judex factie telah salsh

menerapkan hukum pembukéian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat asal yang dinyatakan tanah
terperkara adaleh miliknya dan dikuasai dengan cara melawan hukum oleh
Tergugat asal I dan II telah pula mengajukan dalil bantahan bahwa pada satu
segi mengakui semula tanah terperkara adalab milik Penggugat asai
tetapi sudah Tergugat asal II beli dari Penggugat asal melalut Tergugat
asal I sebagai kuasa Penggugat asal, dengan demikian oleh karena dalil
gugat dibantah dengan dalil jual beli, maka ¢itik berat beban wajib bukti
jatuh pada pihak Tergugat asal untuk membuktikan kebenaran jual beli antara
Penggugat asal dengan Tergugat asal I sebagai koasa;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan trersebut, Tergugat asal I
‘telah menunjukkan surar bukti T.I-1 - dengan titel surat kuasa penuh, dan
surat bukti T.J-1 - merupakan landasan pokok tindakan hukum selanjutnya
atas jual beli tanah terperkara. Akan tetapi jika bukti T.I-1 diteliti, banyak
mengandung cacat formil yang mengakibatkan tidak sah sebagai alat bukii:
- Surat T.I-1, hanya foto copy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan

(lihat catatan Hakim tanggal 12 Januari 1989 yang tertera pada bagian

bawah surat bukti T.1-1).

- Surat T.I-I tidak memuat hari dan tanggal sehingga tidak dapat
dipastikan kebenaran pembuatannya;

- Cacat yang peling bertentangan dengan ketentuan hukum, T.I-1 tidak
meinenuhi kefeniuan pasal 286 ayat 2 RBG jo pasal 1874 ayai 2 KUH
Perdata;

Bahwa ternyata surat kuasa tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang tidak
pandai menulis, sehingga yang dibubuhkan penerima dan pemberi kuasa
dalah cap jempol. Jika demikian halnya, agar cap jempol itu sah sebagai
substitusi tanda tangan, harus disahkan (gewaar merkt) oleh Wotaris atau
Pejabat yang berwenang;
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Bahwa begzm Juga 'i“iainya dengan bukii T.1-2, meskipun dlwn}ukkan |

asimya di: persadangan serfa mernuat tanggal, ternyata surat ity hanya bercap:

iempol yang tidak mememhi kei:eﬂmaﬂ pasal 286 ayat 2 RBG jo Ordonansi
1867 Mo. 29; . S
Bahwa bﬂrdasarkan f&kﬁa vang dikemukakan dlhubungkan dangan'
ﬁenegasan Penggugat asal, bahwa dia tidak pernah menjual tanah terperkara ©
kepada siapapun dan izdak pernzh memberi kuasa kepada Tergugat asal 1
untuk menjualnya baik kepada Ramli dan Tergugat asal 11, paling tidak surat
“bukii T.I-1 dan T.I-2 tidak berkeluatan mengikat terhadap diri Penggugat -
asal./ Apalagi: jika~ dihubungkan dengan keterangan saksi I masih -
mangerjakap tanah terperkara atas suruhan Penggugat asal sejak tahun 1975-
1980, semakin-memperkuat dugaan ketidakbenaran pemberian kuasa dari’
Penggugar asal kepada Penggugat asal T untuk menjual {anah terperkara;

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan maka jual beli yang
dilakukan Tergugat asal I yang mengaiasnamakan diri kuasa Penggugat asal,
tidak ssh dengan demikian jual beli tanah vang diukur berdasarkan
pemeriksaan setempat vakni seluas 0,24 ha tidak sah;

- Menimbang, bahwa berdasatkan peﬁimbangampeﬁimbangan di atas,
maka putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 22 Mei 1991 No.
374/Pdt/1950/PT . Uj. Pdg. dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 18
Maret 1989 No. 195/Pis/Pdr.G/1988/PN Uj.Pdg. harus dibatalkan dan
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan seperti
yang akan discbutkan di hawah ini;

‘Menimbang, bahwa Termohon-termohon kasasi sebagai pihak yang
kalah dalam perkara iai akan dihvkum untuk membayar semma biaya
perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan
tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970
dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 vang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Lu'mu
bin Pasorang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggl Ujung Pandang tanggal
22 Mei 1991 MNo. 374/Pdi/1990/PT.Uj.Pdg dan Pengadilan Negeri Ujung
Pandang tanggal 18 Maret 1989 No. 195/Pts. Pd.G/1988/PN . Uj.Bdg;

DAN MENGADIL] SENDIRI
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-+ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa/sawah persit No. 15 8.1 kohir No.
+292 C1 seluas 0,24 ha (24 are) yang terletak di Kampung Bung,

Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung
Pandang, dengan batas-batas:

- - sebelah Utara: sawah milik Peda, ini dahulu sekarang haji

Sappe;

- sebelah Timur: Dahulu sawah milik Haji Baco, sekarang milik

_ Haji Sappe;
- sebelah Selatan: dahulu sawzh milik Haji Santi, sekarang
terkena Roi line Jalan Raya; '

- sebelah Barat: dahulu sawah milik Simbu, sekarang tetap milik

Simbu dan Kampus Universitas Algazali;
adalah milik Penggugat (Lu’mu bin Pasorang);
Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I (Buddu) dengan
Tergugat 11 (Haji Sasppe) mengenai sawah tersebut/tanah sengketa
adalah cacat dan batal demi hukum;
Menyatakan bahwa sertifikat mengenai tanah sawah sengketa tersebut,
yang dimiliki oleh para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak
dari padanya adalah tidak mengikat dan tidak sah menurut hukum;
Menyatakan bahwa kerugian biaya timbunan atas tanah sengketa yang
dilakukan oleh Tergugat I tanpa izin dari Penggugat adalah menjadi
resiko Tergugat I sendiri;
Menghukum Tergugat I dan I serta siapa saja yang mendapat hak dari
padanya supaya menyerahkan tanah sengkefa tersebut kepada
Penggugat dalam keadasn koseng sempurna;
Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
biaya perkara dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-
(tiga puluh lima ribu rupiah), biaya perkara dalam tingkat banding
sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Selasa tanggal 2 Maret 1993 - dengan H. Soerjono, SH.
Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Sidang, M. Yahya Harahap, SH dan Koher Hari Soemarns, SH, sebagai
Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 1993 oleh Ketua Sidang tersebut,
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madm oieh__fvi Yahya hazahap, .-dan Kohar Hari Soemarno,
. akim-Hakim -':'Anggota idan Mawm-dn D, '@hoha, SH, Pemt :
: Penggamx dengan tldak dzhadm oleh kedﬁa baiah pihak. ' L

- deng

: ?EH@@%K&N ERSTENSION
?ﬁﬁﬂi’?’% ﬁ%i%(ﬂ?ﬁ ﬁ%i‘e’ﬁﬁ%ﬂéﬁ INDONESIA

Program 'Pendidikan'ﬁkstfénsion Fakuitas Hukum Universitas
Indonesia membuia penerimaan mahasiswa baru tabun 1994
uniek tingkai-Strata [ {51). Lulusan pmgmm ini akan « memper-
_oieh gelar Sar_;ana Hulkum.

.ngram ini bertujuan membenkan pendadxkan ;:ngkat strata |
(&1) di bidang hukum bagi miereka yang telah bekerja, lulusan
-s'trata-l,'ngra'm D Ik, Akademi atau Sarjana Muada dari berba-
gai disiphin ilmu dan lulusan SLTA umum dengan ijazah tabun
1939 atau sebeiumnya ssrta teleh bekerja minimal selama 3
tahun,

‘Untuk tahun ajaran “1$94 ini akan ditawarkan 4 Program
-Kekhususan yaita

‘1. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama |§
Anggota Masyarakat (Hukum Keperdatasn):
-2, Program Kekhususan Prakilsi Hukum:
"3, Program Kekhususan ‘Huknm Tentang Kegiatan ekonomi;
4, Program Bekhususen Hokum Tentang ﬂubusagan Megara dan
Masyarakat .
Perkuliahan akan d:benkan oleh staf pengajar Fakuitas Hukum
Universitas Indonesia dan diselenggarakan pada sore dan
“malam hari dengan sistern Satuan EKredit Semester (SKS),
selama  5-14 semester. :

-Biaya pendidikan terdiri atas sumbangan prasarana pendidikan
sebesar Rpl.006.600,~ (dapat diangsur 2 kali setiap semester)
‘dan biaya kuliah sebesar Rpl.500.808.- per tahun, Pendidikan
diselenggarakan di Kampts FHUI Depok.

Ujian seleksi dengan materi Peagetahuan Umum/ Pengeiahuan
Hukum, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

1! Penjualan formulir pendaftaran dimulai tamggal 27 Januari
1994 pukal 18.00-17.80, Kampus Fakultas Hukum Ul Depok.

Uniuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Seliretariat Panitia
Rugng Perternuan limish Fakullas Hukwm UI
pada jamn kerla & Kampus FHUL-Depok.
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JUAL BELI TANAH BATAL DEMI HUKURM

Arie §. Hutagalung

Keputusan Badan Peradilan tersebut di atas menunjukkan adanya dua
penafsiran yang berbeda dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di
satu pihak dan Mahkamah Agung di lain pihak mengenai sahnya perbuatan
jual beli tanah. Yang mengherankan, semua unsur peradilan tidak membuat
pertimbangan dari segi hukum materil yaitu hokum tanah nasional yang
mengatur tentang jual beli tanah. Padahal ada beberapa putusan Mahkamah
Agung yang dapat digunakan sebagai panduan unfuk menentukan sah atay
tidaknya jual beli tersebut.

Memang hukum fanah nasional tidak mengatur secara implisit mengenai
jual beli tanah. Akan tetapi berdasarkan pasal 5 UU No. 5 tahun 1960
tentang peraturan Pokok Dasar-dasar Agraria (UUPA), jual beli tanah yang
kita kenal sekarang yaitu jual beli tanah menurut hukum tanah adat (HTA).

Sebagaimana diketahui menurnt HTA, jual beli tanah merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak, yang sifatnya tunai dan riil, serta haros
dilakukan secar terang. Sifat tunai berarti, bahwa penyerahan hak dan
pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama ("gelijk oversteken™).
Dengan dilakukannya jual beli, tanah berpindah untuk selama-lamanya
kepada pembeli, yang menjadi pemiliknya yang baru. Sifat riil berarti,
bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut saja belumlah teriadi
jual beli (Putusan MA No. 271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971).
Dalam kasus yang pertama jual beli dianggap telah terjadi, “dengan
penulisan kontrak jual beli di muka Kepala Kampung serta penerimaan harga
(tanah dan rumah)aya oleh penjual”, sungguhpun tanah dan rumah yang
bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual.

Sifat terang dipenuhi pada umumnya dengan dilakukannya jual beli itu di
hadapan Kepala Desa, pada wakiu mana penjual menandatangani suatu akta
vang bermaterai, yang memuat pernyataan, bahwa benar ia menjual (lepas)
tanah miiiknya kepada pembeli dan bahwa nang harganya telah dibayarkan
kepadanya. Kepala Desa turut menandatangani sebagal "saksi”.

Setelah pendafiaran tanah menurut PP 10/1961 mulal dilaksanakan, make




o mengen sahnya peralihan; hak jru:(pasal 23;-32 dan:38),

. dengan akta yang d}buat Oieh ?e}abat Pembuaa Akm Tanah (PPAT). Sefte
R 111 dllakukan pendaftar&n jual beli tersebut pada. Kantor Pendaftaran Tan
' (Sekarang: ~Kantor . Pertanahan ' Sie . Pendaftaran Tanaﬁh)
' KabupateniKotamadya untuk memperoleh sertifikat hak tanahnya, atay 3;
sudah ada sertifikatnya; untuk dicatat pada buku fanah dan sertifikatnya i
‘Menurug JUPA pendaftaran tersebut merupakan alat pembulktian yang kua

: 1enjadi masalah adalah, apakah 3?6ﬂg6rtianju ol beli tanah ses !
beriakunya UUPA masih tetap sebagai perbuatan hukum pemindahan ‘hak

“yang-sifanya il dan tunai, yaitu sesuai ‘dangan Letentian pasal 5 UURPA

bahwa hukum tanzh yang berlaku adalah hukum adat (HTA). Dan khususny___ .
dalam kasus ini, apakah adanya kuasa penuh ini menunjukkan sifat riil darx :
pexbuata.n hukum tersebut.. L

Sementara  ifu - Mahkamah Agung d}. daiam putusannya No '
123/K/Sip/1970, yang pada tingkat kasasi memberi keputusan mengenai
perkara hibah tanah adat di Pulau Bali oleh seorang suami pribumi kepada
isterinya. Hibah dilakukan dalam tahun 1964 di hadapan Wakil Bendesa.
Alasan penggugat, bahwa karena belum ada penyerahan, maka penghlbahan___ ;
itu-belum terjadi, tidak dibenarkan Mahkamah Agung, atas pertimbangan,"
bahwa "Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak '
bersifat kontan, sedangkan pendaftaran, sesuai dengan Undang-undang Pok(}k _
Agrariaada peraturan pelaksanaannya bersifat administratif belaka®.

““Bersifat administratif belaka® kiranya harus diariikan, bahwa pendaftaran'_:_
itn bukan merupakan syarat bagi terjadinya pemindahan hak. Menurut
ketentuan UUPA, pendaftaran merupakan pembuktian yang kuat mengenal_ Z

sahnya jual beli yang dilakukan.

Menurut yurisprudensi itu, Pasal 19 Peraturan Pemeriniah No. 10/ 1961'
berlaku khusus bagi pemindahan hak pada Kadaster, sedangkan hakim
menilai sah atau fidaknya sahnya suatu perbuatan materiil yang merupakan
jual beli {materiele handeling van verhoop) tidak hanya terikat pada pasal
tersebut. Sedangkan yang merupakan syarat materiel adalah: .
a. ‘Penjual adalah pemilik dari dan berhak menjual tanah yang bersangkutan
b. Pembeli berhak menguasai tanah yang bersangkutan.
¢. Tanah yang bersangkutan tidak dalam sengkeia dan dapat

diperjualbelikan.

Pertimbangan Majelis Hakim PN dalam memutuskan perkara ini kalau
dapat kami analisa (walaupun tidak tersurai dalam putusannya) adalah

| NN [P (RSO SN T SIS . T -4 [N AR. [ S NNV [V UL [P SRR SN SRS S O 1.1
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(2 huruf ¢ yang berarti bahwa segala keterangan yang tercatat dalam:
 sertifikat harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Karena
- dianggap bahwa pihak penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka
Maielis Hakim menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
‘Selain dari iu pokok pertimbangan Majelis Hakim di PT adalah bahwa -
-Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan perbuatan hukum jual -

- beli tenah di hadapan PPAT adalah sah menurat hukum. Perlindungsn .

terhadap seorang pembeli vang beritikad baik merupakan suatu asas yang -
* dalam hukumadat dijunjung tinggi. Banyak putusan-putusan pengadilan yang
memberi perlindungan kepada mereka yang berbuat dengan itikad baik
sebaliknya tidak memberikan perlindungan kepada yang beritikad tidak baik
(Putusan MA No. 210/K/Sip/1955; No. 565/K/Sip/1571; No.-
282/K/8ip/1969 dan No. 663/K/Sip/1970):
*ltikad baik pembeli harus ternyate pula dari perkara-perkara yang
nyaia seperii membela hak miliknya dan melakukan balik noma (MA
No. 829/K/8ip/1971).”

Dari pertimbangan inileh dapat kami analisa bahwa Majelis- kurang
sependapat dengan yurisprudensi MA No. 123/K/8ip/1970 yang menyatakan
bahwa syarat sahnya jual beli adalah apabila syarat materielnya dipenuhi
sehingga Majelis tidak meneliti lebih lanjut pemenuhan syarat materiel ini,

Sebaliknya menurst Putusan MA terlibat meninjau lebih mendalam
mengenai syarat materiel dari szhnya jual beli akan tetapi dengan cara
menilai bahwa potusan PN dan PT adalah salah menetapkan hukum
pembuktian sehingga MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan memacu
pada bukti-bukii dalam perkara yaitu:

1. Surat kuasa penuh;
2. Pengakuan Tergugat bahwa tanzh sengketa benar-benar hak milik

Penggugat sehingga beban pembuktian ada pada Tergugat 1.

Berdasarkan adanya cacat dalam Surat Kuasa Penuh (yang tidak ada
aslinya dan tidak disahkan oleh Notaris) yang tidak memenuhi pasal 286 (2}
RBG jo pasal 1874 (2), maka MA menetapkan bahwa perbuatan jual beli
tersebut tidak sah dan batal demi hukum. _

Sebenarnya menurut hemat kami, MA dapat menunjuk pada yurisprudensi
123/E/Sip/1970¢ yang menyatakan bahwa perbuatan jual beli i tidak
memenuhi salah satu syarai materiel yaitn Kuasa Penjual tidak berhak
menjual tanah sengketa tersebut, sehingga jual beli ity menjadi tidak sah dan
batal demi hukom.




e _Kom ) zar Keputumn Haiam

Sebagai penump kami simpulkan bahwa. adanya sengkei& tanah t
dﬂatarbeiakang}, oleh kelemahan administrasi pertanahan dan ketidak-te
PPAT dalam’ memerxksa Surai Kuasa Penuh. Dalam praktek sehar lari
‘sekarang’ini, PPAT yang notaris selalu menghamskan kuasa jual m mal
dxl@g&i;sasa notaﬂs ditambah lagi adanya persyaratan—persyaratan khusus
pihak: BPN mengenal Jual beli yang menggunakan kuasa jual beli di kdta;. o2 .-

~'besar,“adalah wpaya untuk mencegah penjuaian tanah o]eh plhak yang tidak
: berw nang ‘atas fanzh tersebur, .
-+ Namun demikian icep&sﬂaﬁ hulum dalam perbuata_n jual beli faz}_ o
: perlu--ditm@katkan dengaﬂ cara ‘menyelesaikan RUU hak milik yang aniara
lain mengatur mengenai masalah jual beli, untuk menjaejn undang—undang"_ N
‘ -th*ngga para hakim mempunyai Eepastian dalam menangani kasus jualbali
tanah dan dapat menimbang berat ringannya kepentmgan—kepentmgan hu%mm
yang saimf' bertentangan i

HURUM dan PEMBANGUNAN

Tow Uska : A . Cinbes No. 5 lngs
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Perancang busana terkenal asal

Perancig, Pierze Cardin, akan
menuniut  keluarga Koesnadi -
Wijaya ke Pengadilan, Hal it
dikemukakan langsung oleh Plerre
Cardin dalam jumpa vers di Jakarta,
9 HNopember 1592, Cardin akan
mengajukan gugatan  hukum ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dimana dia menuntut hak cipia
mersk dagang Pierre Cardin vang
selama ini dipegang oleh kelunarga
Koesnadi dan Wijaya vntuk dicabut
sekaligus menuntut ganti rogi dari
mereka.

G

Menteri Megara Agraria/Kepala
Badan Perianahan Nasional (BPN)
Soni Harsono mengemukakan, salah
sam kendala yang perlu segera
dituntaskan ialah belum terciptanya
rencana umum tata ruang di semua
wilaysh di Indonesia. Jika sudah ada
RUTR di seluruh wilayah dan
dipadu dengan koordinasi prima
maka {umpang tndih  masalah
pertanahan di Indomnesia akan bisa
diatasi. Hal itu dikemukakan Soni
Harsono menjawab pers di Jakarta,
tanggal 24 Nopember 1593,

Hylum dan Pembangunan

ok g

Juni Thamrin, Peneliti  dari
Yayasan Akatiga Bandung pada
diskusi masalah perburuhan vyang
diadakan Yayasan Pusal Studi Hak
Asasi  Manusia  (Yapusham) di
Jakarta, 24 DMopember 1993
mengatakan  lemehaya  kekuatan
tawar  kolektif buruh terhadap
pengusaha, mengakibatkanterjadinya
diferensiasi ratic upeh yang begite
tajam. Kalan pada masa lalu ratio
upah terbesar-terkecil sekitar sepuluh
berbanding sat, saat ini ratio upah

terbesar-terkecli  mencapai 220
berbanding saiu.
g
Praktisi hukum, Amir

Syamsudin, $.H. dan Moh. Assegaf,
S.H. di dalam menanggapi
pernyataan Kakanwil BPN, Ir.
Sutardja Sudrajat mengatakan bahwa
untuk memberi kepastian hukum atas
status tanah dipandang perlu
menggiatkan (program  nasicnal

agraria) pertanahan dan
menyederhanakan  proses, serta
memperingan  biaya pengurusan
sertifikat fanah,

fdd

Karo Humas Pemda Tk. I Bali,
Drs. Ida Bagus Pangjaya
mengatakan kepada wartawan di
Denpasar bahwa sengketa tanah




akan masalah yang pahng

‘menyangkut | masalah  waris. dan

. sengxeta ini tidak Disa. diselesaikan
“.8ecepainya. sewagkalx ‘berkembang

' _menangg I mencuainya kasus tanah
. ‘Sendang Pasir yang. diperebutkan
-sekelompok masyarakat dengan PT.
Margarana

P

Jaksa Agung Bidang Tata Usaha
Negara, Suhadibroto, dan pakar
hulum perdata, Dr. RS, Syahdeni,
berpendapat bahwa penyelesaian
kredit macet, salah sam di
antaranya; bisa diatasi dengan gresse
akea. Menurut Subadibroto lembaga
hukum grosse okia yang  dikenai
dalam  hukum positif kita perlu
dihidupkan kembali. "Karena kredit
macet merupakan masalah perdata,”
Katanya dalam seminar mengenai
kredit macet di jakarta baru-baru
ini. Syahdeni berpendapat bahwa
agar lembaga “prosse okia” ini
giektif, mendesak Mahkamah Agung
(MA) untek tidak ragu-ragu
menganggap "grosse akta " memiliki
kekuaian eskekutorial,

i

Mantan Menteri Kehakiman,
Ismail Saleh, 5.H. dalam menjawab
pertanyazn salah satu harizn ibukota

- 1 - seusai. acara penumpan kurs
* rawan di B i. Apalagi kalau sudah

-.--.',,ana.h laba  pura.- Bila

menjadi_masalah - politik. Hal i

pembuatan bonsai di LP Cipinang
baru-baru ini mengutarakan bahwa
prakiek gelap pengacara asing yang;:_'_.-;-_'
telah berlangsung cukup lama di
indonesia harus  diakhiri. Psakteké*-’

gelap tersebut, selain tidak bisa . =

dibenarkan karena menyalahi aturan, -

juga merugikan -negara ka,rena.-;_'ff._
-menghindari pajak Lo

R

Mas  Alex Asmasoebrata tak
mampu membendung air mata
kebahagiaannva saat amar putusan
sampai pada kalimat "majelis hakim =
memuituskan  unptuk  membebaskan
terdakwa”, Ketua DPD DXKI Jakarta
ini seakan ‘terlonjak dari tempat
duduknya. Doris A, Taulo, ketua
Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, 3 Nopember 1993,

menyatakan  Alex bebas murni
karena tak terbukti bersalah dalam
kasus penculikan aktivis PDI.

L

Dua orang terdakwa tiba-tiba saja
adu jotos di depan hakim di ruang
sidang Pengadilan MNegeri Samarinda *
beberapa waktu yang lalu, sesaat
setelah  Majelis Hakim yang
dipimpin RA. Wahyono
menjatuhkan  hukuman  masing-
masing 14 dan 10 bulan penjara.
Peristiwa yang langka terjadi it
mengundang perhatian pengunjung
di sekitarnya. Perkelahian segera




bisa ‘diberhentikan setelah petugas
polisi - turun * tangan. Ketua
Pengadilan Negeri Samarinda, HM.
Syahperi, menilai tindakan yang
dilakukan kedua terhukum tersebut
merupakan  penghinaan  terhadap
lembaga peradilan.

L2t

Presiden Socharto ketika
memberikan sambutan pembukaan
Kongres IV Ikatan Notaris Indonesia

didalaminya.

Kebetulan Buky alou penerbitan yeng dimalksud ridak ado di
kota anda, padahal ande amei memeriukannya.

Huiézmgi kami dengan sural damsertghan perangko balasan

Kami akan segera membaniu anda

JI. Cirebon 5 Telp. {021) 335432 Jakarta Pusat,

Hukum dan Pembanngaﬁ

(INT) di Istana Negara, 4 Nopember

1993 mengharapkan para notaris
secara akiif membantu mencarikan
pemecahan yang adil dan benar
versangkutan  dengan masalah-
masalah  bhukum. Presiden
mengemukakan, jika kepastian
hukom  tidak  terjamin,  maka
kegunaan notaris akan  sangat
diragukan masyarakat, B

L1

Tate Usaha
Majalah

J




penmgkaﬁ&n }cesadaraﬁ

bagaimana konsepsi
menangani masalah .

e

Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia (F-PDI) DPR bekerjasama
dengan hubungan masyarakat DPR
mengadakan seminar Perianahan

Masional di Jakarta,

[ I T L u I |

- Untuk ‘mencegah  kemerosotan
wibawa hukum perlu . dilakukan

masyarakat dan aparatur negara. Hal
it dikatakan Menteri Kehakiman
Oetojo . Cesman dalam, rapat kerja
dengan komisi Il DPR RI, 23
Nopember di Jakarta. Dalam raker
yang dipimpin ketua Komisi I
Subardi, - masalah kemerosotan
wibawa - hukum banyak ditanyakan.
Berbagai pertanyaan diajukan
anggota Dewan menyangkut
sinyalemen yang dilontarkan Ketua
Mahkamah Agung (MA) tentang
pelecehan hukum baru-bary in serta

pembicara utama dalam seminar itu
ialah Staf Peneliti Senior Pusat
Penelitian Pengembangan Pertanian
dan Kehutanan (P3K) Universitas
Gajah Mada (UGM), Dr. Loekman
Soetrisno, Dalam makalahnya, Dr.
Lockman  mengatakan bah_w_a
perubahan sifat proyek pembangunan
dari. proyek perbaikan kehidupan
sosial ekonomi rakyat ke proyek
mega yang bertujuan meningkatkan
kemampuan ekspor menyebabkan
pembangunan terjangkit penyakzt
“land hunger” (lapar tanah).

LR

Paket Deregulasi dan
Debirokratisasi 23 Okiober 1993
(Palto 23) hanya mementingkan
aspek ekonomi, narmun mengabaikan
aspek pembangunan hukum dan
politik. Selain banyak ketentuan
yang dinilal mengenyampingkan
ketentuan hukum yang lebih tinggi,
Pakio 23 telah  "menggunduli®
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wilayah yang dikhawatirkan akan

menciptakan éismtegras; nasional |

akibat “‘menonjolnya. egoisme
* sekioral. Persoalan tersebut menjadi
samtan utama Komisi I DPR RI
daiam rapai kerja dengan Deputi

'Badan I ertanahan Nasional (BPN),

Pembantu Asisten Tl Menko Ekku
dan Wasbang, Drs. Lamhudin Aji,
serta Dirjen PUOD Warsito Rasman
di QGedung DPR Senayan, 22
September 1993.

del

Menteri Pangan/Kepala Bulog,
Torahim Hasan, dalam rapat kerja
dengan Komisi VII DPR RI; Kamis
25 September, mengatakan bahwa
sekalipun Indonesia  berharap
perundingan Uruguay Round tenfang
GATT (Xesepakatan Umum
mengenai Tarif dan Perdagangan)
berjalan sukses, namun ketentuan
impor berasnya ditolak. Ketentuan
GATT #u, menurnt Ibrahim Hasan,
dinilai fidak adil untuk diterapkan di
Indonesia.

o

Komisi If DPR minta Menteri
Dalam Negeri uniuk segera
menginiruksikan gubernur seluruh
Indonesia menyiapkan perencanaan
ketenagakerjaan di daerahnya
masing-masing sebagai langkah awal
memecahkan masalsh pengangguran.
Untuk memecahkan masalsh tersebut

Hulum dan Pembangunar

periu  adapya Lkoordinasi antar
Depdagri dan  Depnaker mulai
tingkat pusat sampai daerzh. Sikap
Komisi 1 DPR itz diungkapkan
wakil Kewa Komisi I, Awang
Farouk dari FKP dan Wakil Ketua
Komisi I, Darussamin AS, dari FpP

‘menjawab perianyaan pers, di DPR,

27 September 1993,

B

Memnteri Kehutanan, Djamaludin
Surjohadikusumo, dalam rapat kerja
dengan Komisi IV DPR vyang
dipimpin oleh wakil komisi Syarif
Said Alkadrie, mengungkapkan
bahwa untuk mendukung
perkembangan industri seperti bubur
kayu (pulp), pemeriniah memberi
kemudahan dengan memberlakukan
sistem  self assemenr bagi para
pengusaha dalam pelaporan
pemanfaatan kayu. Hanya saja dalam
kontrolnya, Departemen Kehutanan
menerapkan  “post  audit” dan
terbukti beberapa perusahaan
meiakukan pelanggaran terhadap
kepercayaan yang diberikan.

BEd

Wakil Ketua Komisi Il DPR Ri,
Sukardi Effendi, S.H. (F-PP) dan
Dijupri, S.H. F-PDI) berpendapat
bahwa keinginan untuk
menghidupkan lembaga
penyanderaan agaknya semakin kuat
dan kalangan DPE mendukung hal




R 'Pa?iem;eﬁré}"ia*:- LT

'.tersebus: Namun prmmp d;a i mjudn
o iembaga ‘tersebut ‘hendaknya divbah
) -.dengan mengkaxtkannya pada upaya
_ mengurangi kebocOran uang negara
- serta -memperkokoh trilogi
: 'pem%anguﬁan ‘Hal ity divngkapkan

ketika menjawab. pertanyazm pers dz :

' _ﬁziakarta, 27 Septembsr 1§93

-Menteri - Keuangan,
Muhammad dalam - rapat kerja
dengan  Komisi. APBN DPER-RI
menjawab pertanyaan anggoetanya F-
KP, Ny. H. Mikentari Moesdiono,
‘menegaskan * bshwa  bank-bank
pemeriniah - tetap ~dapat memenuhi
segala - kewajibannya -kendati kini
dilanda oleh kredit bermasalah atan
kredit macet. Lebih lanjut Mari'e
mengatakan bahwa pemerintah akan
terus menagih kredic macet dengan
berbagai cara, termasuk
memperkarakannya lewat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN).

e

Sekitar 26 orang bekas pekerja
PT -Patal Senayan hari Rabu, 15
~Desember mengadue ke DPR RI
mengenai nasibnya yang tidak
menentu. Sebanyak 15 orang

dni sed.:mg ada kegiatan lain merek
- diterima anggota F-KP; diantar
adajah Freddy Lats..m_ahma LA

Mari’e

diantaranya hingga's'mbilan bulan -
ini ‘belum . ‘menerima pesange
seperti. yang -diharapkan. Dal
pen@aduannya para manian peker]
P Patal - Senayan. mengharapkar
bertemu +dengan Komisi VI DPR
Namun karena para anggota kom

T

Menristek, B.J. Habibie, dalam
rapat kerja dengan Komisi X DPR-
RI di. Jakarta, hari Kamis "9
Desember, mengemukakan bahwa
undang-undang tentang penggunaan .
nuklir di Indonesia yaitu UU No.:
3171964 akan direvisi, sejalan
dengan rencana pembangunan
PLTHN. Selain itu untuk memperkuat
status *“kelembagaan penelitian “di
indonesia, menurut Habibie, akan
dibentuk UU untuk tiga organisasi
dalam lingkup penelitian, yaitu DRN
{(Dewan Riset Nasional) di
lingkungan Kantor Menristek, LIPI
{Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia) dan BPPT (Badan
Pengkajian dan Penerapan
Teknologi).

e
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Ul Fakultas Hukom  Universitas
Indonesia menyelenggarakan
sarasehan dalam rangka peringatan
69 tahun pendidikan hukum dan
HUT Fakulias Hukum Universitas
Indonesia ke-69 di kampus Ul
Depok. Dr. Todung Mulya Lubis,
SHELLM, dan Prof. Bismar
Siregar, S.H. maupun Sri Indrastuti
Hadiputranto, S.H. dan Humphery
Djemat, S.H.L.L .M, selaku
pemrasaran  mengingatkan, untuk
menjaga hatl " nuraninya, = setiap
sarjana  hukum harus  bertindak
terarah demi pensgakkan keadilan
dan kebenaran, Dalam sarasehan itu
para  pembicara mengemukakan
pokok pikiran penysmpurnaan
pendidikan tinggi hukum nasional
untuk  menanggapi  kepesatan
pembangunan, teruiama dinamika
pertumbuhan di dunia nsaha.

W h

Hukum dan Pembangunan

UNPAD. Guru besar Fakultss
Hukum  Universitas  Padjadjaran
Bandung, Prof. Dr. Mochtar
Kusuma-Atmadja, mengatakan
bahwa tertib hukum semakin penting
bagi negeri ini. Pengembangan
Sumber @aya Manusia (SDM) tidak
mungkin mulus bila tertib hukum
tidak tercipta, Prof. Mochiar
Rusuma-Atmadja juga berpendapat
bahwa tertib hukum merupakan
prasyarat bagi suatu negara yang
menginginkan agar potensi sumber
daya manusianya bisa dimanfaatkan
secara optimal. Lebih lanjut pakar
Hukum Internasional Unpad ini
mengatakan bahwa masyarakat atau
negarg yang sering landa kericizhan
tidak dapat mengembangkan potensi
dirinya. "Meskipun mereka memiliki
banyak tenaga ahli, tapi bila
kehidupan masyarakatnya tidak stabil
mereka tidak akan mungkin maju,*
katanya tanggal 6 Nopsmber 1993
yang lalu.

s

UGM. Prof. Mochtar Kusuma-
Atmadja, bekas Menteri Luar Negeri
dan Menteri Kehakiman, di depan
mahasiswa hukum UGM Yogyakarta
di Kampus UGM Bulaksumur,
mengatakan bahwa belum
ditandatanganinya Rancangan
Undang-Undang Perikatan dan RUU
Perseoran terbatas, merupakan bukti
yang nyaia dan rendahnya prioritas
soal-soal hukum  di  Indonesia.




T e

Padahal kedua RUU tersebut sudah
digjukan ke Pemerintah sejak tahun
1976/1977. Pendapat itu
dikemukakan dalam fornm ilmiah
yang diadakan oleh Fakultas Hukum
UGM di Yogyakarta, “tanggal 10
Desember 1993, Prof. Mochtar
Kusumas -Atmadja  memberikan
ceramah - tentang - "Perkembangan
Keijasama dan Harmonisasi Hulkum
'Negam—Negam ﬂsean a’aiam rangka
AFTA % ="

' M@nmuf{ pakaf “Hukuin
Internasional  ini, negara-negara
ASEAN masih memiliki masalah
dasar di bidang hukum, yakni tidak
dipunyainya sistam hukum  yang
sama ferutama mengenai  hukum
perdata dan dagang. Hal (ersebut
mengakibatkan tidak mudahnya
pengaturan segala pengaturan segala
sesuatu yang menyangkut hubungan
perdata dan perdagangan seésama
anggota ASEAN.

; :..59.5;,.. :

Ul. Pakar hukum dari Universitas.
Indonesia, Prof. Dr. Ch. Himawan,
H. dan Dr. Erman Radjagukguk;
8. H.L.L.M, berpendapat bahwa
pembangunan hnkum jangan terlalu
diharapkan dari
perundang-undangan. ILebih lanjut’
kedua pakar tersebut berpendapat’
bahwa di mana-mana perancang .
undang-undang  dikenal sangat-
lamban mengikuti gerak
pembangunan masyarakat. Karena
itu  sebenarnya lebih banyak
diharapkan adanya lembaga
peradilap yang berwibawa dengan
putusan-pufusan  yang berwibawa
dengan putusan-putusan yang bisa
dijadikan pegangan. Kedua ahli
hukum i dibubungi oleh Harian
Kompas baru-baru ini secara terpisah
unfuk menanggapi orasi  Prof
Mardjono Reksodiputro, S.H.MLA,
Sabte  lalu di  Depok  dalam
penerimaan jabatan guru besar.
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Husein Karbala, SEGI-SEGI ETIS DAN
YURIDIS INFORMED CONSENT.
{Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993},
184 halaman.

HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN DARI KACAMATA
 ETIEA DAN HUEUM

Arie Junaedi

Jika ada berita seorang bekas pasien menuntut dokternya, maka bisa
dipastikan kasusnya akan berjalan menarik. Kemampuan penerapan ilmu
medis sepertinya ingin digugat melalui jalur hukum. Bila selama ini
hubungan antara dokter dan pasien berjalan mulus bukan berarti
"kerenggangan” tidak pernah ada.

Hubungan antara dokter dan pasien jika diibaratkan seperti hubungan
kekerabatan saja. Ada unsur “kepercayaan” di dalamaya narnun kadang
berlangsung tidak seimbang. Secara sosiologis, swatu hubungan antara
manusia yang sempurna selalu ditandai dengan adanya kegiatan yang saling
mengisi dan saling tergantung secara fungsional.

i dalam relasi anfara dokter dan pasien, ketentuan saling mengisi dan
saling tergantung tidaklah terpenuhi. Terlebih lagi bila hubungan dokter -
pasien dilihat dari pola paternalistik, yakni pola yang banyak dianut dalam
masyarakat kita. Pola ini menempatkan kedudukan dokter di atas, sementara
pasien berada di bawah.

Buku yang ditnlis oleh prakiisi di bidang ilmu kesehatan ini boleh
dibilang langka. Selain pokok bahasan vang spesifik, karena cakupannya -




o :Z_:peﬂkatan yang obyeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuha i
‘Sebagai perikatan pada wmumnya maka terhadap perikatan medis berlaku . .

_:zimu ukum keseha&an d; sini: g}un 3ug& terg@long baru Layak d:bn ng
i ';Z"'-huku ni: merupakan jemba;tan peﬁgeman antara b;dang kaji hukum dan.

1 sebagal pmuni&s persaalawpersoaﬂan %mkum yan zmbu}; dari..
rofem ‘ienaga k@sehai‘an n X :
% % aes

r t.kécé mé'ta"ﬁis%mﬁ,ﬁﬁbung an do%’ter dan pasxen mempakzm 's

. ketentuan umum_ hukum penkatan yang. dmmr di dalam . Buku JIL Kltab
Undzmgmndaﬂg Hukum Perdata; -

‘Oleh karena itu, untk syarat sahnya perjanjian medis antara dokter
dengan pasien haruslah memenuhi ketenfuan pasal 1320 KUH Perdata yang -
menyebutkan, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat Syarat. -
Keempat syarat tersebut adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
kesepakaian unink membuat suatu perzkaian suztu-hal tertentu, dan sebab..
yang ‘halal.

Di dalam hubungan ‘antara pasien dengan dokier terdapat hak daui
kewaijan ‘Hak - pasien meliputi hak atas informasi, hak memberikan
persetujuan, memilih dokter dan rumah sakit, hak atas rahasia kedokteran,
menolak pengobatan-dan tindakan medis tertentu, hak untuk menghentikan -
pengobatan, hak atas second opinion, serta hak untuk melihat rékam medis.

-Sedangkan hak-hak yang dimiliki dokter mencakup hak untuk melakukan
kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, hak memperoleh -
perlindungan hukum untuk melaksanakan tugas sesual demgan profesinya,
hak atas informasi dari pasien, hak atas privacy, hak untuk memperoleh
honorarium, serta hak untuk menolak memberikan kesaksian perihal
pasiennya.

Kewajiban pasien meliputi pemberian Xeterangan informasi tentang
penyakitnya, wajib mentaati instruksi dokter dan aturan rumah sakit, wajib
memberikan imbalan jasa kepada dokier, dan wajib melunasi biaya rumah
- sakit. Sedangkan dokter dibebani berbagai kewajiban, di antaranya senantiasa:
melakukan profesi kedokteran menurut vkuran yang tertinggi, tidak
dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, dan bersikap tulus ikhlas
terhadap pasiennya. '

Bk
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. Pada intinya hubungan dokter dengan pasien yang dikenal dengan kontrak
terapeutik iu bertumpu pada dua macam hak manusia, Yaitu hak untuk
menentukan nasib sendiri dan hak aias informasi. Dengan kedua hak dasar
ini dokter dan pasien bersamg-sama menemukan terapi vang paling tepat
- akan diterapkan pada diri pasien. Dari titik tolak inilah konsep informed

conseni - seperti yang diangkat penulis dalam buku ini - lahir dan
berkembang.

informed Consemi yang sesual dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Normor 585 Tahun 1589 ditafsirkan sebagai Persetujuan Medik, diartikan
sebagal persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar
penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pagien.

- Persetujuan yang diberikan oleh pasien tanpa dilandasi oleh suatu .
informasi dari dokter vang tidak memadai bahkan tidak ada informasi sama
sekali maka persetuiuan itn tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,
Terlebih [agi bila hal yang tidak diinformasikan itu justru merugikan pasien,
misalnya informasi teptang resiko suatu operasi.

Informasi yang selengkap apapun dari dokter kepada pasiennya bila tidak
disertai dengan persefjuan atav izin pasien untuk dilzksanakannya suatu
tindakan medis, maka dokter tidak dapat melakukan tindakan medis yang
diinginkan. Hak pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya
harus dihormati oleh sizpa pun termasuk dokter yang merawatnya sekali pun,
- Dan bila dokter tetap melakukan tindakan medis pada diri pasien sedang ia
tidak mendapat persetujuan pasien, maka dokter tersebut akan menghadapi
gugatan perdata berupa perbuatan melanggar hukum, {uduhan telah
melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap tubuh seseorang dari
sudut hukam pidana, tindakan administratif dari instansi kesehatan yang
membawahinya, atau tuduhan pelanggaran etik dari organisasi profesi
kedokteran.

Rt

Dari kasus seorang dokter di Sukabumi yang telah "menghilangkan” biji
mata pasiennya di tahun 1986 silam, penulis menunjukkan adanya kurang
komunikasi di antara pasien dengan dokter. Dokier yang berusaha
menyelamatkan penyakit yang diderita pasien, disalah-tanggapi oleh pasien.
Seolah-olah tindakan pengambilan biji mata pasien oleh dokter dianggap
sebagai tindakan semena-mena. Di lain pihak dokter lalai memberikan
informasi sejelas-jelasnya kepada pasien sehingga pasien masih merasa
berhak atas organ penglihatannya.

Kasus yang oleh media massa marak disebut dengan kasus "Sukabumi”




'._:;prefesx kedoktezan dan - masyarakat awam.  Pemerintah . maupun

-"dicantumkan, seorang  dokter wajib. membeﬂakukanf teman . seja

.'-Tmb _gszzeku s

':": 111; “menurut- FIIBIi Ameln seorang pakar di bidang hukum kedokieran ':
dianggap sabagaz stamng ‘point daci hak atas mﬁamed consent. Ka_s 5 ':jﬁ
~ "Sukabumi” telah memberikan pelajaran yang ‘berharga sama’ sekah bag

_ :_pembentuk hukum mendapat pelajaran berharga untuk secepatnya mem
' __'peraw' rang. bisa men]ads pedoman para dokter untuk bertindak.
SELae _dxakm pula r.asa kasejawatan di hngkungan profem kedokt an

sebagaxman& ia sendiri ingin dzperiakukan Jika ingin dxcan ;awabann'
___mengapa banyak kasus hukum _yang berkaitan dengan aspek kedokteran. |
posisi- dokter banyak a%men&ngkan‘? Perlu. waktu lama untuk menc 1
3awabannya

Gl
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GADAT SAHAM

Bachar, Djazuli
Artikel
Beberapa Catatan Sekitar Gadai Saham/oleh Djazuli Bachar.--
Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1993-IX Mo. 100 : 121.
PDH-FHUI

HUKUM PERDATA

Purwanto, Hesmu
Artikel
Pertanggung-jawaban Perdata dalam  Kecelakaan Lalu-lintas
Menurat Undang-Undang No. 14 tshun 1992/cleh  Hesmu
Purwanto.— Jakarta: Varia Peradilan Tahun 1693-IX No. 68: 143:
PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Setiawan

Artikel ‘
"Barang Siapa” Bukan Suatu Unsur dalam Tindak Pidana/oleh
Setiawan.-- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1593-IX No. 98 : 122.

PDH-FHUI

Pudjoharsoyo, A. 8.
Artikel
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Membthikan Unsur "Barang Siapa” joleh
Pudjoharsoyo.-- Jakarta: Vdrm Peradﬂan Tahun 1993~}X .
NG 98 3.25

PDH—FHUZ

" Soetikeo, Imam
- Artikel '

‘Masalah Penzhanan dalam Proses Peradilan/oleh Imam

* Soetikno.-- §akarta Varia Peradilan Tahun 1993-§X No C

98 130.
PDH-FHUX :

mm PEREKA’IAN

Senawan
Artikel S
Pengaruh  Mandatory Tules Terhadap Kontrak Bisnis
Internasional: Catatan dari Yurisprudensi/oleh Setiawan.—-
Takarta : Varia Peradilan tahun 1993-TX No. 58 : 109.
PDH-FHUI

M PERKAWENAN '

| Ziva}ﬁo, Pastra Joseph

Artikel o o
Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah UU Mo. 1
Tahun 1974/cleh Pastra joseph Zivaino.-- Jakarta : Varia
Peradilan Tahun 1993-IX No. 98 : 95.
PDH-FHUI
HUKUM WARIS

Thaher, Syahrial
Artikel
Masalah Kebenaran Kesaksian Waris Nan Di Jawek dalam
Perkara Harta Pusaka di Rumah Minang/oleh Syahrial
Thaher.-- Jakarta ; Varia Peradilan Tahun 1993-IX No. 100:
139,
PDHE-FH{I
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PERADILAN

Gandasubrata, Purwoto S,

Artikal i
Tantangan Berat Mahkamah Agung/oleh Purwoto S.
Gandasubrata.— Jakarta : Varia Peradila Tahun 1993-i%

No. 100 : 94,
PDH-FHUI
Guliom, Binsar
. Artikel
Dilema dan Upaya Preventif Menumpuknya Berkas Perkara
di Mahkamah Agung Rl/oleh Binsar Gultom.- Jakarta -
Varia Peradilan Tahun 1993-1X No. 100 : 134.
PDH-FHUI
PERADILAN ANAK

Soetjipto, H. Adi Andojo
Artikel
Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang
Dicita-citakanfoleh H. Adi Andojo Soetjipto,-- Jakarta -
Varia Peradilan Tahun 1993-1¢ No. 100 : 118.
PDH-FHUI

PERATURAN - UJI MATERIIL

Rasyid, H. Roihan A.

Artikel
Gugatan Uji Materiil Peraturan Di Bawah Derajat Undang-
undang/oleh H. Roihan A. Rasyid.— Jakarta: Varia
Peradilan Tahun 1993-IX No. 100 ; 127.
PDH-FHUI
PERBANKAN

Harahap, M. Yahya
Artikel
Tinjauan Singkat Rahasia Bank/oleh M. Yahya Harahap.—




Jakarta Varia Peradilan Tahun 1993—1X Ne. 160 97
?BH%‘H{}I

YAYASAN

Ayaww Hasi)uliah
Amkel S : - ;
Aspek-aspek Hukum Mengenaz Yayasan -di. Indone
% Hasbullah. Ayawne -- Jakarta : Varia Peradilan Tahun 1993
98 85 ' Cwoa

PDEwFHUI

. HUEUM ms@mm

e Abbot Frederick M.
hrtikel | _ ]
B * Integration Without Institutions: The NAFTA Mutation of
The EC Model and The Future of The GATT Regime/by
Frederick M. Abbot.-- USA : The American Journal of
Comparative Law, vol XL-1692 No. 4: 617. i
bl LT - PDH-FHUI

. Burch, Carol 5.
Arikel | /.
- The 1989 Imter-American Convention on ~ Support
Obligations/by Carol S. Burch.—~ USA : The American

Journal of Comparative Law, vol X1.-1992 No. 4 : 817.
PDH-FHUI

Dijemat, Chandra Motik Yusuf
Artikel -
' Konvensi Internationional dan Prakiek Freight Forwarding
Dalam Pengangkutan di Indonesia/oleh Chandra Motik
Yusuf Djemat. --Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991
Mo.2: 11 -
PDH-FHUI
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ERMAN RADJAGUKGUK, lahir di Padang, 1 Juni 1946, Mendapat
Sa:qana Hukum dari Universitas Indonesia (1974). Mendapat L1L.M
dari’ University of Washington, Seattle (1934), dan Ph.D dari

' University of Washington School of Law, Seaitle (1988). Pernah

- menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (192(-1993), Sekarang staf pengajar Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasagjana Universitas
Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Tarumanegara,
Universitas Pancasila, Universitas 17 Agustus, Universitas Surabaya
dan Universitas Diponegoro (Semarang). Menjabat juga sebagai Wakil
Ketua Program Pascasarjana (bidang hukum) Universitas Indonesia.

SOEBYAKTO, lahir di Tulung Agung 28 Pebruari 1929, Mendapat

Sarjana Hulum dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1966).
Menjadi Akting Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1960-1964),
Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta {1964-1966), Wakil Ketua
. Pengadilan Negeri Madiun (1966-1969), Ketua Pengadilan Negeri
Sumenep (1969-1976), Jombang (1976-1980), Bogor (1980-1983).
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta (1983-1991). Hakim
‘Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga memasuki masa pensiun.
Sekarang staf pengajar Falmitas Hukum Universitas Indonesia dan
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.

KARTINI SEKARTADJI, lahir di Yogyakaria, 21 April 1957.
Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Diponegorc, Semarang
{1961). Sekarang dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum
‘Universitas Diponegoro dan sedang mengikuti Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro.

D.P.M. SITOMPUL (Let.Kol. Polisi), 1ahir di Ponorogo, 11 Maret
1950, Lulus dari AKABRI Kepolisian (1973), mendapat Sarjana
Hukum dan Magister Hokum (MH) dari Universitas Indonesia. Pernah




_:_._:_-_:._:fgmenjabat' d{}sen PTH{ Kapuskodalops Polwil Lampung, Kabag :B -
' f;Paiwzl Tabes Surabaya daﬁ Kapolres Lampung Utara. T

ANNA ‘E. SYAFRIN. Adelah staf pefigajar Falalias Hukum; :
_Universitas_Indonesia. Aktif dalam berbagai penelitian, termasuk
p&nehuan mengenau pelaksanaan ﬁndang-Undang ngkungan Huiup ':: |

AR@ SUKAR EWAGAL’EJNG lahir di .Iakafta 29 September?f
'_;:'}951 Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia’

T i(ii@’?ﬁ), MLI dari University of Wisconsin Law Schoool, Madison
" i{1981). Sekarang adalah staf pengajar Hukum Agraria Fakultas'
'-'Hukum Universitas Indonesia dan IAIN Syarif Hidayatullah.
-Managing Pariner dan pemilik dari Konsultan Hukum “Arie S

_ _:Hutagalung and Associates”. '

ARIE JUNAEDE, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum U
indanes;.a_ yang sedang menyelesaikan skripsinya. Beberapa Resume
“buku yang ditulisnya dimuat di berbagai mass media. ]

o better ten gu:ity escape tban thaﬁ onz innocent suffer.
1 zhih baik sepulub orang vang bersalah lepas dasi tuatntan daripada satu orang
vang iak bersaizh menderita.
: {Sir William B.)

& 13 LR 1B kSl

Judges ought to mmﬁember that their office is jus divere, and not jus dare; to
intzrpret low, and not to mueke low, or give low,

Para hakim harus ingat bahwa tugas mereka adoleh jus dicere, don buken jus
dare, yaitu : menafsivker hukum, bukan membuat hukum atou memberi
hubum.

{(Francis Bacon)




0BG

Pelayapan Peraturan Perundang-undangan Indonesia paling
lengkap.

INFORMASI
Peraturan Perupdang-undangan Republik Indonesiz

INFORMASI memuai daftar peraturan perundang;undangan
mutakhbir yang dikumpulkan/diseleksi Pusat Dokumentasi Fu-
kum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (PDH-FHUI.

INFORMASI disusun sedemikian rupa, sehingga meniadi sa-
rana yang mudah, eepal, dan tepst dalam mencari peraturan
perundang-undangan.

INFORMASI mutlak perlu bagi mereka vang selalu berurusan
dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan bulanan oleh PDH-FHUIL
Teks peraturan-peraturan disediakan oleh PDH-FHUIL

HUBUNGILAY ;

Pusat Dokumentasi Hukum

Fakultas Huokem Universitas Indonesia
It Civebon 3

Telp. 335432

Jakarta - Pusat
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